
KOP SURAT 
KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER) 

 
 

Nomor : ............................................            ​        ...........................  202X 
Sifat : Segera.  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Percepatan Pemanggilan Calon Peserta 

Sertifikasi Bendahara 
 

Yth. Kepala KPPN Pangkalan Bun 
di tempat 
 
​ Menunjuk Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker 
Pengelola APBN dan sehubungan dengan pemenuhan standar kompetensi bagi pengelola 
keuangan di lingkungan .......(nama satker)........ khususnya bagi Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dengan ini kami 
mengajukan usul Percepatan Pemanggilan Calon Peserta Sertifikasi Bendahara sebagai berikut: 

No Nama NIP Pangkat Status 

    Calon Bendahara 
Pengeluaran 

    Calon Bendahara 
Penerimaan 

Perlu kami informasikan bahwa usul Percepatan Pemanggilan Calon Peserta Sertifikasi Bendahara 
ini kami ajukan dengan alasan : 

.......... (isikan alasan pengajuan permohonan, misal: bendahara lama akan pensiun/mutasi, atau 
sertifikat bendahara lama segera habis masa berlaku, atau tidak terdapat pegawai yang 
bersertifikat BNT, dll) .................................................................................................................  

Terhadap pemanggilan percepatan sertifikasi calon bendahara tersebut telah kami lakukan 
verifikasi administrasi dokumen persyaratan yang memenuhi ketentuan pada aplikasi 
SIMASPATEN. 

​ Demikian surat permohonan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya.. 
​  
 

Kuasa Pengguna Anggaran, 
 
 
 
............................................. 
NIP. ..................................... 

Tembusan : 
1.​ Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara; 
2.​ Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan,  

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI 
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